 BAB I

Pendahuluan


Generik administrasi dan manajemen sebagai suatu lingkup kajian yang memiliki komposisi seni dan ilmu dipandang dapat berperan dalam mewujudkan good governance. Paradigma pemerintahan atau good governance cenderung berkembang dalam memasuki abad ke-21 di berbagai negara dewasa ini adalah paradigma governance berdasarkan mekanisme pasar (market dreven governance) dan paradigma keterpaduan (corporate atau clan system). perkembangan lain menunjukkan disatu sisi paradigma fiefdom dan birokasi telah mulai ditinggalkan. Pada paradigma ini terutama di Indonesia dimana pemerintah telah mulai menekankan pentingnya desentralisasi, antara lain tercermin dengan mulai bergulirnya kinerja otonomi daerah (J. M. Papasi Perkuliahan 2001). 


Disamping itu sistem penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat telah mulai  dilaksanakan dengan pola yang lebih bersifat informal dan interaktif dengan memanfaatkan mekanisme pasar dan sistem kekeluargaan (clan system) (J.M.Papasi). Pola kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan penyelenggaraan fungsi pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik adalah perkembangan yang positif dalam praktek paradigma mutakhir administrasi publik dalam sistem good governance. 

Mengenai konsepsi good governance ada banyak sekali definisi. Untuk kegunaan ini dikutip pendapat Pino (1994 : 8) dalam Karhi Nisjar (1997) bahwa: Governance adalah praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum, dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Secara umum governance mengandung unsur-unsur utama yang terdiri dari akuntabilitas (acuntability), transparansi (transparancy), keterbukaan (Openness) dan aturan hukum (rule of law) (Bhatta, 1976 : 7 dalam karhi Nisjar, 1997). Sementara itu pengertian good governance itu sendiri UNDP merumuskan bahwa key features atau ciri-ciri pokok good governance adalah: Pertama, Bahwa legitimasi pemerintah diakui dan diterima secara umum oleh rakyatnya. Kedua, Bahwa masyarakat memiliki kebebasan individu maupun kelompok untuk berserikat dan berpartisipasi dalam proses pemerintahaan, pembangunan pelayanan publik. Ketiga, Bahwa kerangka landasan hukum telah terbentuk secara jelas dan diketahui, dipahami dan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat. Keempat, Bahwa pemerintah memiliki akuntabilitas yang tinggi serta trasparan dalam setiap tindakan dan kebijaksanaannya. Kelima, Bahwa pemerintah selalu menyediakan informasi yang akurat bagi masyarakat untuk mengevaluasi jalanya pemerintahan. 


Memperhatikan berbagai makna komposisi diatas memporsikan terdapatnya generik administrasi dan manajemen sebagai suatu paradigma baru bagi solusi kedepan dalam uapaya menuju good governance.
BAB II

Generik Administrasi dan Manajemen

Dalam Menuju Good Governance

1.   Visi
Penerapan administrasi dan manajemen dalam suatu Institusi seharusnya di dahului oleh penentuan visi dan misi organisasi tersebut. Pada kebanyakan organisasi pemerintahan di Indonesia patron organisasi ditentukan lebih dahulu, sebelum visi dan misi organisasi tidak jelas yang pada gilirannya akan membuahkan kegagalan organisasi tersebut. 

Visi adalah suatu kondisi ideal tentang masa depan yang realistik, dapat diproses dan mengandung daya tarik untuk suatu organisasi, sehingga dapat memberi semangat besar untuk menerimanya dengan mengarahkan kemampuan dan sumber daya. 

Visi berperan menggerakkan roda organisasi dari awal hingga sepanjang umur organisasi. Visi dapat membentuk perilaku Sumber Daya Manusia organisasi dengan meyakini terwujudnya hari esok yang lebih baik. 

Kekuatan visi terletak pada : Kemampuan menarik minat, pemberian semangat serta komitmen mekanis bakat dan keterampilan setiap pelaku organisasi. Dengan demikian visi memberi nilai tambah bagi kehidupan organisasi, baik secara individu, kelompok maupun keseluruhan organisasi. Pemerintah sebagai lembaga yang diantaranya bergerak dalam produk jasa pelayanan terhadap masyarakat, maka dalam konteks ini pemerintah harus mampu merespons setiap tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang sesuai kemajuan jaman. Dengan perkataan lain misi pemerintah secara singkat adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. 

Dalam rangka melaksanakan visi tersebut di atas, pemerintah mengambil langkah strategis melalui pelayanan umum pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan. Masyarakat di dalam hal ini sebagai subjek, sekaligus menjadi objek pemikiran pemerintah dalam pembangunan. 

Secara umum pada generic administrasi dan manajemen untuk menuju good governance secara spasial atau perwilayah, dipandang masih perlu menyusun suatu visi yang merupakan komitmen yang jelas untuk kesatuan tindak bagi seluruh aparatur pemerintahan yang disosialisasikan bagi seluruh warga. 

Kajian dari unit kelembagaan dan unit-unit lainya di berbagai kelembagaan negara, belum ditemukan rumusan visi, misi dan strategi yang jelas dan seragam. konsep visi yang secara umum baik tersurat maupun tersirat di berbagai lembaga, yakni "membentuk masyarakat dan lingkungan yang tertib, produktif, dan berahlak". Hal ini dalam tatanan administrasi publik dipandang masih perlu untuk dikembangkan dan untuk diangkat serta dimasyarakatkan kepada seluruh jajaran pemerintahan agar bersatu padu dalam pembangunan wilayah. 

Sesuai kondisi dan situasi nasional yang dalam keadaan krisis, maka dalam uapaya mewujudkan visi tersebut diarahkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan serta menumbuh kembangkan peran serta masyarakat, untuk itu perlu penggalian dan pendaya gunaan sumber daya dengan mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat sehingga mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri. 

2.   Misi 
Misi yang perlu dikembangkan di lingkungan pemerintahan dalam rangka tindak lanjut konsep visi di atas adalah : 

a. Memberikan prioritas pada komitmen pembangunan sektor-sektor yang bermuatan unggulan

b. Meningkatkan upaya kemitraan usaha antara potensi pelaku ekonomi kuat dengan   unit pengusaha kecil yang bertumpu kepada budaya lokal dan nilai-nilai religius.

c. Berorientasi pemecahan masalah pembangunan jangka pendek dan merupakan solusi yang tepat serta realistis dengan potensi sumber daya yang dimiliki. 

3.  Strategi 

Pada tatanan generik administrasi dan manajemen dalam menuju good governance setidaknya harus menetapkan kebijaksanaan strategi yang hendaknya diharapkan pada hal-hal mendasar bagi kesinambungan pembangunan manusia sebagai subyek dan sekaligus objek dari seluruh kegiatan pembangunan dengan strategi jangka pendek sebagai berikut : 
a. Menyelamatkan dan mempertahankan kemampuan ekonomi rakyat. 

b. Memperbaiki derajat kesehatan masyarakat. 

c. Memperbaiki kualitas dan pelayanan pendidikan dasar.

d. Meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Adapun strategi jangka panjang yang perlu dikembangkan adalah sebagai berikut : 

a. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dengan keterlibatan yang lebih nyata dari masyarakat. 

b. Menegaskan kebijaksanaan yang konsisten kepada pembangunan pedesaan melalui pengembangan kualitas unggulan yang potensial.

c. Memelihara keseimbangan yang proposional dalam perlakuan pembangunan sektoral. 

d. Mengembangkan pembangunan sektor prioritas yang memiliki akses langsung pada keterlibatan pengusaha kecil, koperasi dan kelompok marginal lainnya. 

e. Mengembangkan keterkaitan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang memiliki kontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat. 

f. Memasyarakatkan pendidikan, keterampilan teknis yang diperlukan bagi penanganan pembangunan sektor prioritas (Industri kecil, agro industri, mekanisasi hasil pertanian). 

Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1995 Jo Kep Menpan No. 06 Tahun 1995 tentang Perbaikan Mutu Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat dipandang sangat strategis untuk dilaksanakan. Kepemilikan fungsi pelayanan dapat diserahkan kepada masyarakat sepanjang hal itu memungkinkan dengan melalui tahapan. Pergeseran fungsi Pemerintah yang semula sebagai unsur pelaksana pelayanan terhadap masyarakat, perlu dirubah menjadi pembina unit organisasi pelayanan masyarakat dimaksud. 
Dengan demikian aparatur harus memiliki skill human resources development, dan tidak terjebak pada tugas-tugas rutin. Sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan serta menumbuhkan kembangkan peran serta yang ada dengan mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat sehingga mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri. 

Gerakan kemitraan usaha ekonomi, gerakan ini bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan sosial ekonomi di antara pelaku usaha ekonomi besar, menengah dan kecil. Melalui gerakan ini akan tercipta pemerataan usaha mengoptimalkan beberapa peluang usaha bagi pengusaha kecil serta menciptakan solidaritas sosial di kalangan  mereka untuk selalu bekerja sama secara materialistik. 

Pelaksanaan pemerintah di daerah memerlukan political will pemerintah pusat, berupa desentralisasi politik maupun desentralisasi administrasi, sehingga pemerintah daerah otonomi dalam menetapkan dan melaksanakan setiap kebijaksanaan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakatnya. 

Menurunnya perkembangan kegiatan ekonomi membawa dampak pada perkembangan pendapatan negara maupun daerah yang ada akan sangat mempengaruhi pada kemampuan pembiayaan pembangunan baik disektor pemerintahan maupun swasta. Sumber keuangan di daerah untuk pembangunan diperoleh dari pembiayaan sektor pemerintah berasal dari pemerintah pusat melalui APBN/BLN sektoral, sedangkan dana daerah diperoleh dari APBD I dan APBD II. Sumber pembiayaan swasta diperoleh dari dana PMA/PMDN, kredit perbankan dan swadaya masyarakat. 

Untuk mengantisipasi melemahnya kemampuan dalam membiayai pembangunan akibat krisis moneter yang berkepanjangan perlu kiranya diambil langkah-langkah konkrit yang dapat mengimbangi antara pendapatan yang semakin menurun dengan tingkat inflasi yang cenderung meningkat dengan tuntutan kebutuhan membiayai kegiatan pembangunan yang semakin besar. Kemampuan pembiayaan jangka pendek lebih diarahkan kepada hal-hal yang bersifat penanggulangan masalah kebutuhan pokok yang mendesak. Kebijakan penganggaran lebih diperketat melalui seleksi guna menghindari overleaping dalam alokasi baik rutin maupun pembangunan sehingga pemanfaatan dana yang terbatas akan lebih efektif dan efisien. 

Kinerja Organisasi, pembahasan untuk peningkatan kinerja organisasi dilakukan dengan semangat era pemerintahan besar telah usai, yang selanjutnya menjadi perubahan-perubahan pemerintah secara radikal dengan mengutamakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan bekerja sama dengan masyarakat tersebut. Pokok-pokok peningkatan kinerja : Secret One "Pikiran sehat telah datang pada pemerintahan pusat". Pola pikir yang telah datang dari pemerintahan pusat untuk peningkatan kinerja organisasi pemerintahan dilakukan dengan : 
· Penghematan anggaran 

· Perubahan Pola fikir 

· Sistim dan struktur manajemen 

· Personel Reform (Lamaran Kerja) 

· Pengurangan birokrasi 

· Kemitraan manajemen buruh 

· Penghargaan kinerja terhadap karyawan 

· Pemberian penghargaan " The Hammer Abard"
Secret Two : "Pemerintahan Pelayanan Masyarakat lebih baik". Kualitas pelayanan kepada masyarakat masih merupakan tanggung jawab pemerintah, dengan usaha-usaha : 
· Pelayanan masyarakat dengan mengidentifikasi siapa konsumen yang dilayani. 

· Menentukan strandar pelayanan dan mengevaluasi hasilnya. 

· Memberikan perhatian yang lebih besar pada keluhan konsumen.

· Lakukan survey untuk menentukan pelayanan terbaik dari jajaran terdepan yang setara dengan dunia bisnis. 

· Upaya-upaya informasi, servis dan keluhan masyarakat harus cepat dilayani. 

Secret Three : "Pemerintahan menjalin kerja sama dengan kalangan pengusaha" 

Membentuk mitra bisnis dengan kalangan pengusaha melalui konsesus-konsesus (dengan peraturan-peraturan) yang saling menguntungkan, yaitu dalam bidang : 
· Lingkungan hidup 

· Pengobatan masyarakat 

· Pengamanan kerja

· Pelayanan pensiun 

· Pemeliharaan kesehatan 

· Pengelolaan daging dan unggas 

· Pengamanan produk konsumen 

Secret Four : "Kemitraan pemerintah dengan komunitas". 

Merupakan desentralisasi kewajiban pada berbagai tugas pemerintah, yaitu : 
· Pemberdayaan wilayah 

· Kemitraan antar propinsi dan antar daerah 

· Kemitraan kinerja

· Memerangi kriminalitas 

· Pendidikan 

Dari ke 4 rahasia tersebut di atas ada 3 fokus sasaran pembahasan yaitu : 
· Organisasi instansi pemerintah 

· Penataan personalia (SDM) 

· Tata laksana dan pengawasan. 

Pendekatan lain yang setidaknya menjadi acuan dalam menuju good governance yakni dengan Mengedepankan perinsip-perinsip Reinventing Government.
1) Pemerintah yang berfungsi sebagai katalisator, mengarahkan, bukan    melaksanakan.

2) Mengikutsertakan masyarakat, memberdayakan masyarakat, bukan melayani. 

3) Menciptakan persaingan, menciptakan persaingan disetiap pelayanan 

4) Pemerintah yang membawakan misi, perubahan terhadap sistem yang hanya menekankan pada peraturan atau hukum, kepada misi. 

5) Pemerintah yang berorientasi pada hasil out-comes, membiayai hasil, bukan sarana.

6) Pemerintah yang mengutamakan masyarakat yang dilayani, memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan birokrat.

7) Pemerintah yang bussines like, lebih berorientasi pada pendapatan, bukan pembelanjaan.

8) Pemerintah yang antisipatif, mengutamakan pencegahan, bukan mengobati.

9) Desentralisasi Pemerintahan, dari hirarkhi menjadi kerjasama team dan partisipasi. 

10) Pemerintah berorientasi pasar, mendongkrak perubahan melalui pasar. 

Mengikuti 4 Secret dari The Best Kept Secrets In Goverment; dengan mengedepankan: 
1) Pikiran sehat datang ke pemerintahan federal

2) Pemerintahan melayani masyarakat lebih baik

3) Pemerintah menjalin kerja sama kalangan pengusaha

4) Kemitraan pemerintah dengan komunitas  

Mengembangkan desentralisasi dan otonomi yang akan membuat daerah-daerah lebih leluasa mencari mitra-mitra pengembangan potensi ekonomi dan daya tarik invertasinya, dan mendorong pengembangan suatu sistem pelayanan publik yang transfaran, terbuka, cepat tanggap, fleksibel, terdesentralisasi tapi terkoordinasi. 

Pengembangan sistem pelayanan publik yang lebih terfokus kepada meeting the needs of the customers, Not the bureaucrary, agar masyarakat dengan tenang memformulasikan keunggulan-keunggulan relatifnya di arena pasar dan persaingan global. 

Mengembangkan peranan pemerintah yang menekankan pada upaya untuk mempercepat, memperluas, dan mendinamiskan proses transformasi. Bukan dengan melakukan campur tangan langsung dengan menjadi aktor yang melakukan proses produksi, ataupun dengan  secara apriori menentukan pemenang di suatu industri, sehingga mematikan semangat persaingan yang sehat, yang akan lebih menjamin fleksibilitas dalam lingkungan strategik. 

Otonomi pemerintah, salah satu dampak reformasi administrasi Publik yang diharapkan adalah terciptanya pemerintahan yang terdesentralisasi. Desentralisasi adalah suatu sistem yang mewujudkan asas demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan negara. Di Amerika Serikat, salah satu prinsip mewirausahakan birokrasi diadopsi pemerintahan Presiden Bill Clinton untuk menciptakan suatu pemerintah yang ramping dan terdesentralisasi. sistem desentralisasi mempunyai beberapa keunggulan, lembaga desentralisasi lebih efektif dan inovatif. Juga, menghasilkan semangat kerja yang tinggi dengan komitmen dan produktivitas yang tinggi. 

Desentralisasi dapat dibagi 2 macam, Yaitu : 

1. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan kekuasaan dan alat perlengkapan negara tingkat yang lebih atas kepada bawahanya guna melancarkan pekerjaan dalam melaksanakan tugas pemerintahan. 

2. Desentralisasi ketata negaraan yaitu pelimpahan kekuasaan perundang-undangan dan pemerintah kepada daerah-daerah otonom dalam lingkungannya. 

Sistem desentralisasi dengan penekanan pada otonomi tingkat II perlu diwujudkan karena langsung mengenai masyarakat sebagai pelanggaran yang harus dilayani. Dengan semakin besarnya peran masyarakat dalam pembangunan, maka fokus tugas pokok aparatur negara adalah sebagai agen pembaharuan, fungsi pengaturan, dan fungsi pengendalian pada perumusan kebijaksanaan sehingga peran aparatur adalah sebagai motivator dan fasilitatir pencapaian swakarsa dan swadaya masyarakat. dalam rangka optimalisasi peran tersebut kebijaksanaan debirokratisasi, deregulasi,  dan desentralisasi perlu terus dilanjutkan dengan sistematis dan terkoordinasi. Perlu adanya perhatian dalam proses perumusan kebijaksanaan agar dihindari selera seketika dan tetap melalui mekanisme formal. selain itu perlu pertimbangan mendalam dari aspek sosial, politik dan ekonomi pada perumusan kebijaksanaan itu, sehingga diperoleh pendekatan secara kesatuan yang menyeluruh. 
Menyadari tuntutan globalisasi terutama untuk meningkatkan daya saing maupun pemenuhan tuntutan masyarakat maka perlu ditingkatkan fungsi pembatasan kebijaksanaan maupun mutu dari kebijaksanaan yang dihasilkan. Dengan perumusan kebijaksanaan yang tepat, selian akan memperingan fungsi pemerintahan juga akan memberdayakan aparatur pemerintahan yang akan lebih banyak berfungsi sebagai pengendali, yaitu dalam bentuk perumusan kebijaksanaan, pembangunan dari pada sebagai pelaksana pembangunan. Hal ini sesuai dengan anjuran David Osborne dan Ted Gaedler (1992). 

Salah satu tugas pemerintahan adalah melaksanakan pelayanan umum. Sebagai konsekwensinya, pelayanan umum selalu dikaitkan dengan pemerintah. Pendapat umum yang ada di masyarakat adalah bahwa pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah tidak memuaskan masyarakat dan uapay yang dilakukan pemerintah otonom untuk menciptakan pemerintahan yang baik adalah dengan mengadakan perubahan-perubahan sehingga layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat meningkat yang menyebabkan masyarakat sebagai pelanggan merasa puas. Perintah yang dikeluarkan mengharuskan setiap badan pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang harus setara serta terbaik dengan pelayanan didalam organisasi bisnis. 
Standar pelayanan umum ini dicapai melalui : 

1. Mengidentifikasi siapa pelanggan yang dilayani 

2. Melakukan survey terhadap pelanggan untuk menentukan jenis dan mutu pelayanan yang mereka inginkan serta tingkat kepuasan terhadap dan ukur hasil yang dicapai. 

3. Tempelkan standar dan ukur hasil yang dicapai 

4. Bandingkan standar layanan pelanggan dengan institusi bisnis yang terbaik dalam bidang yang sama.

5. Melakukan survey petugas garis depan tentang kendala, dan gagasan-gagasan yang sesuai untuk menyamai lembaga bisnis yang terbaik. 

6. Menyediakan bagi pelanggan pilihan dalam sumber-sumber layanan dan cara pemberian layanan. 

7. Membuat sistem informasi, layanan dan complants yang mudah diakses.

8. Menyediakan alat untuk menampung complants pelanggan.

Dalam melaksanakan pelayanan masyarakat di Indonesia mengacu kepada keputusan Menpan No. 81/1995 yang menghendaki layanan yang cepat, efesiensi dan efektif. 

Sisi kepemimpinan, pimpinan adalah figur atau panutan bahi bawahan, sehingga setiap perilaku pimpinan akan merupakan acuan yang akan diikuti oleh bawahan di dalam transpormasi perilaku. oleh karena itu setiap pimpinan disamping menguasai Iptek, selayaknya juga dilengkapi dengan sikap iman dan taqwa. Sedangkan untuk mencapai tujuan organisasi penggunaan KISS masih diperlukan. Pertimbangan untuk menggunakan KISS tersebut adalah melibatkan pihak-pihak lain di dalam upaya memperlancar pencapaian tujuan. Saat ini kebijakan pemerintah di dalam rangka reformasi diarahkan kepada terwujudnya Pemda yang bersih dan berwibawa, Profesional serta memiliki sifat keterbukaan dan tanggung jawab. Untuk itu diperlukan langkah-langkah pembenahan dan penataan kembali baik dari aspek struktur maupun kultur, untuk menempatkan kembali kehadiran pemerintah pada fungsi hakikinya pelayanan pembangunan dan pemberdayaan. 

Melalui reformasi diharapkan secara bertahap pemerintah daerah harus mampu menjadi pemerintah yang lebih bersifat mengarahkan dari pada melaksanakan. Pemerintah merupakan milik masyarakat yang kompetitif di gerakkan oleh misi dan antisifatif, serta mengoptimalkan desentralisasi guna mewujudkan efektivitas dan efisiensi. Administrasi publik merupakan suatu bidang kegiatan yang mencakup berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintah yang dituntut untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi para penguasa jasa atau para pelanggannya. Salah satu aspek yang menonjol pada saat ini sedang menjadi pembicaraan hangat adalah penyelenggaraan otonomi daerah dengan menerapkan SWOT sebagai pendekatan analisis. 

Terdapat 4 aspek otonomi daerah yang dinilai akan sangat mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraannya. Aspek-aspek itu adalah: Aspek Kewenangan, Kelembagaan, Keuangan, dan Kesiapan sumber daya manusia. Sangat umum diketahui bahwa dalam hal kewenangan, otonomi yang dijalankan saat ini masih terkesan dilepadkan kepalanya, dipegang ekornya. Daerah saat ini tidak cukup banyak diberikan kewenangan untuk secara memadai dapat mengurus dirinya sendiri. Kelembagaan serta struktur organisasi yang ada masih dicirikan dengan adanya in efsiensi, sementara aspek keuangan masih dicirikan oleh belum memadainya perimbangan alokasi keuangan baik itu ditingkat pusat, Dati I, maupun keuangan untuk Dati II. Dalam hal sumber daya manusia, kuantitas maupun kualitasnya masih cukup berperan dalam mempengaruhi jalannya proses otonomi. 

Penyelenggaraan otonomi daerah memiliki kekuatan, peluang, kelemahan, dan tantangan tersendiri. Kekuatan yang terkandung dalam penyelenggaraan otonomi daerah diantaranya adalah: adanya komitmen politik dari pemerintah untuk menjadikan otonomi daerah sebagai program khusus dibidang pemerintahan, terdapatnya seperangkat peraturan perundangan yang mendukung program otonomi daerah (lepas dari berbagai kekurangan dan kelemahannya), terdapatnya berbagai potensi sumber pendapatan daerah untuk menunjang otonomi, serta kuantitas sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang terdapat di daerah. Dengan penanganan yang tepat, disertai dengan penerapan program yang dilaksanakan secara konsisten, maka otonomi daerah dinilai akan dapat membuahkan hasil seperti yang diharapkan. 

Dalam hal peluang penyelenggaraan otonomi daerah, berbagai hal yang terkait dengan isyu global seperti: demokratisasi, reformasi, dan hak azasi manusia, tersedianya infrastruktur serta perkembangan teknologi informasi yang menjadikan otonomi daerah sebagai program yang sangat memungkinkan untuk dilaksanakan. Isyu Global tersebut menunjukkan bahwa begitu eratnya keterkaitan penyelenggaraan pemerintah dengan aspek-aspek yang telah dimengerti sebagai kondisi-kondisi normatif yang harus berlaku secara universal. Infra struktur yang ada di berbagai dinilai telah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan otonomi. Sementara itu, perkembangan teknologi informasi yang mampu meningkatkan intensitas akses maupun distribusi informasi yang telah cukup berkembang didaerah ini. Tentu saja diperlukan perencanaan yang matang untuk dapat menjadikan peluang-peluang tersebut sebagai pendorong otonomi daerah. Pada saat yang sama disadari bahwa otonomi daerah diharapkan pula pada sejumlah kelemahan dan tantangan atau ancaman yang dapat mempengaruhi keberhasilan program ini. Berbagai kelemahan yang harus diperhatikan dengan seksama antara lain adalah : Adanya ketidaksamaan persepsi dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan otonomi; Adanya inkonsistensi peraturan perundangan yang berlaku saat ini; Belum optimalnya aplikasi proses perencanaan pemerintah maupun pembangunan di daerah; Adanya sejumlah inefisiensi pada kelambagaan pemerintah daerah; Masih belum sesuainya perimbangan sistem keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah; Serta tidak cukup meratanya distribusi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia. Adapun tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah masih cukup besarnya intervensi aspek politik dalam penyelenggaraan pemerintahan, proses globalisasi ekonomi menurut beberapa pakar menyebutkan sebagai Tradisasi Ekonomi yang untuk menunjukkan begitu besarnya pengaruh Amerika, Eropa Timur dan Asia Timur dalam kehidupan ekonomi dunia, makin terbukanya arus informasi global serta makin menonjolnya mobilitas penduduk. Harus disiapkan langkah-langkah yang tepat untuk dapat meramu jalan keluar yang memadai dalam mengatasi kelemahan dan tantangan-tantangan yang tidak ringan itu. 

1. Dengan memperhatikan lingkungan strategis yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia saat ini, maka disadari bahwa kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah harus dilaksanakan, namun dengan didasarkan pada pemikiran bangsa Indonesia adalah merupakan negara kesatuan, maka dengan dasar pemikiran tersebut, perlu dihindarkan adanya otonomi yang dapat mendorong kepada terjadinya disintegrasi bangsa. 
2. Otonomi dilaksanakan dengan tujuan efisiensi dan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Hal ini sejalan dengan isyu-isyu global yang berkembang saat ini, yang dimasa mendatang dinilai akan semakin meningkat intensitasnya. 

3. Agar otonomi dapat mencapai hal seperti yang diharapkan, maka otonomi satu tingkatan di daerah tingkat II perlu terus diupayakan. Untuk saat ini masih dapat dilaksanakan otonomi dua tingkat, namun dengan penekanan pada otonomi daerah tingkat II. Daerah tingkat I lebih banyak menjalankan strategi yang berorientasi pada penetapan kebijaksanaan dan pembinaan, sementara daerah tingkat II menekankan strategi operasional dan pemberdayaan masyarakat. 

4. Untuk memperdayakan daerah tingkat II dilakukan dengan terus memperbaiki kinerja daerah tingat II, yaitu dengan melakukan reformasi dalam aspek-aspek kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan sumber daya manusia. Aspek kewenangan menunjukkan bahwa pada alokasi kewenangan yang memadai, aspek kelembagaan menunjukkan juga pada struktur organisasi pemerintahan yang efisien dan kaya fungsi, aspek keuangan terkait dengan alokasi keuangan yang mencukupi, sementara itu aspek sumber daya manusianya sangat berkaitan dengan upaya peningkatan kualitasnya, baik dalam hal penguasaan teknologi, kemampuan manajerial, maupun kemampuan dalam melakukan interaksi maupun kemampuan perilaku lain yang berdampak positif bagi pengembangan otonomi daerah tingkat II. Diperlukan kajian dan pendalaman seksama untuk secara terprogram dan terarah menetapkan bentuk otonomi yang benar-benar berorientasi pada efisiensi dan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. 

Sebagai pertimbangan strategi yang telah dilakukan Amerika Serikat dalam memperbaiki pemerintahannya, dibawah pemerintahan Bill Clinton, adalah dengan melakukan hal-hal yang disarankan dalam Laporan Wakil Presiden Amerika Serikat, Al Gore, yang dimuat di dalam buku The Best Kept Secrets In Government. Memuat 4 (empat) langkah rahasia yang mendasari langkah-langkah ke arah perubahan dalam sistem Pemerintahan Bill Clinton, yakni : 

1) Menggunakan common sense / akal sehat, dalah hal :  
a.   Melakukan reformasi procurement; 

b.  Memperpendek jalur birokrasi melalui reformasi struktur organisasi dan   sistem manajeman;

c.   Melakukan reformasi personil; dan 

d. Memberikan penghargaan kepada Departemen-departemen yang berhasil mencapai reinvention. 

2)   Meningkatkan pelayanan masyarakat, yaitu dengan meningkatkan: 

a. Setiap instansi hatus tahu siapa yang mereka layani;

b. Jenis pelayanan yang dibutuhkan;

c. Standar kualitas pelayanan; dan 
d. Penggunaan peralatan pelayanan modern, seperti telepon, internet,
e. komputer dll. 

3)   Membina kemitraan dengan swasta, yaitu dengan : 

a. Menumbuhkan rasa saling percaya antara petugas dan pengusaha; 

b. Pengenaan penalti yang tegas pada swasta yang melanggar aturan;

c. Pengawasan yang bersifat lebih partisifatif untuk membantu memecahkan kesulitan swasta dalam memenuhi aturan; serta 

d. Menetapkan fokus pengawasan pada masalah pencemaran lingkungan, produk makanan yang terkontaminasi, penyelundupan obat terlarang, penyelewengan pajak dan keselamatan kerja. 
 4)  Membina kemitraan dengan masyarakat, yaiutu dengan melakukan kemitraan dalam hal : 

a. Memerangi kriminalitas;

b. Reformasi program kesejahteraan dan pelayanan kesehatan; 

c. Di Bidang pendidikan ditekankan akuntabilitas dan kinerja program ketimbang kepatuhan dalam menjalankan aturan; 

d. Mencegah terbitnya aturan yang menambah beban keuangan negara bagian/lokal; dan 

e. Memberikan "Block Grants" sehingga Pemerintah Negara Bagian/Lokal lebih leluasa dalam menentukan program yang sesuai. 

BAB III 

AGENDA KINERJA 

 1.  Agenda Manajerial 


Pada era globalisasi, persaingan akan semakin kental, karena banyaknya produk barang dan jasa yang ditawarkan lebih canggih, praktis, efisien dan murah; sebagai dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelanggan akan semakin kritis dan menentukan pelayanan yang lebih baik, murah, cepat dan akurat, sebagai desakan perubahan yang cepat dan berkelanjutan. Di dalam Administrasi Publik Pemerintahan, pelanggan yang dilayani adalah pelanggan yang sama dengan dunia bisnis, yaitu masyarakat atau publik dan instansi terkait, walaupun secara kelembagaan terdapat perbedaan yang mendasar antara Pemerintahan dengan unit usaha bisnis. Kemiripan lain antara Pemerintahan dan lembaga bisnis adalah menyangkut pengelolaan yang harus efektif dan efisien, karena terbatasnya sumber daya alam. Oleh karena itu Administrasi Publik harus mewirausaha, karena ada suatu rangkaian kesatuan yang luas antara perilaku birokratis dan perilaku wirausaha. Pemerintah dalam hal ini harus dapat menggeser posisinya pada/ke dalam rangkaian kesatuan tersebut. Perubahan yang cepat di segala aspek, merupakan suatu tantangan bagi Administrasi Publik untuk dapat mengakomodasi tuntutan perubahan sehingga dapat tercipta kondisi sinergetik yang dapat memetik nilai globalisasi. 


Pandangan yang berkembang mengarah pada suatu Administrasi Publik yang terfokuskan untuk menghasilkan "High Quality Public Goods and Services". Untuk itu diperlukan birokrasi yang memiliki semangat kewirausahaan.  Menurut David Osborne dan Ted Gaebler di dalam bukunya yang berjudul "Reinventing Government", terdapat sepuluh prinsip yang merupakan komponen paradigma baru untuk mewirausahakan Administrasi Publik, yaitu : 
1. Pemerintahan berfungsi sebagai katalisator, yang tidak melaksanakan sendiri pembangunan tapi cukup mengendalikan sumber-sumber yang ada di masyarakat. Dengan demikian Pemerintah tidak memerlukan dana lain dan tenaga yang lebih besar. 
2. Pemerintah harus memberdayakan masyarakat dalam pemberian pelayanannya. Organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti RT/RW, Koperasi, LSM dll., perlu diajak untuk memecahkan permasalahan masyarakat sendiri, seperti masalah keamanan, kebersihan, kebutuhan, sekolah, pemukiman murah dll. 
3. Pemerintah harus menciptakan persaingan dalam setiap pelayanan. Dengan adanya persaingan maka sektor Swasta dan sektor Pemerintahan yang bersaing, terpaksa akan bekerja secara profesional dan efisien. 
4. Pemerintah harus melakukan misi yang lebih menekan kepada Output dari pada kepatuhan pada peraturan. Aparat dan organisasi diberi kelonggaran untuk berkreasi agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan sesuai misinya. 
5. Pemerintah hendaknya berorientasi kepada hasil suatu instansi yang kinerjanya baik. Instansi yang demikian harus diberi dana yang lebih besar dibanding instansi yang kinerjanya kurang.
6. Pemerintah harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang harus selalu menyediakan palayanan sesuai kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan birokrat. 
7. Pemerintah harus memiliki aparat yang tahu cara menghasilkan uang untuk organisasinya, disamping pandai menghemat biaya. Dengan demikian para pegawai akan terbiasa hidup hemat dan menghasilkan pendapatan. 

8. Pemerintah harus antisipasi. Lebih baik mencegah dari pada menanggulangi. Lebih baik mencengah kebakaran dari pada memadamkan kebakaran. Dengan demikian akan terjadi "mental Switch" dalam aparat Pemerintah. 
9. Diperlukan desentralisasi Pemerintah, dari hirarki menjadi partipasi dan kerjasama Tim. Dengan demikian organisasi bawahan akan leluasa untuk berkreasi dan mengambil inisiatif tentang hal-hal yang ada di daerahnya. 
10. Pemerintah harus berorientasi pasar. Pasokan didasarkan kepada kebutuhan atau permintaan pasar dan buka sebaliknya. Untuk itu kebijakan yang dirumuskan pun harus berdasarkan kebutuhan pasar. 

Paradigma baru lainnya menurut Davis Osborne dan Ted Gaebler di dalam bukunya berjudul "Banishing Bureaucracy" adalah mewirausahakan birokrasi melalui 5 strategi, yaitu : 

1. Strategi inti, yakni menata kembali secara jelas mengenai tujuan, peran dan arah organisasi; 
2. Strategi Konsekwensi, yakni strategi guna meningkatkan kinerja pegawai melalui penetapan reward and punishment dengan memperhitungkan resiko ekonomi dan pemberian penghargaan; 
3. Strategi Pelanggan, yaitu memusatkan perhatian untuk bertanggung jawab terhadap pelanggan, organisasi harus menang dalam persaingan dan memberikan kepastian mutu bagi pelanggan;
4. Strategi Kendali, yaitu merubah lokasi dan bentuk kendali di dalam organisasi paling bawah, yaitu pelaksanaan atau masyarakat. Kendali organisasi dibentuk berdasarkan visi dan misi yang telah ditentukan. Dengan demikian terjadi proses pemberdayaan organisasi, pegawai dan masyarakat. 

5. Strategi Budaya, yakni merubah budaya kerja organisasi yang terdiri dari unsur-unsur kebiasaan, emosi dan psikologi, sehingga pandangan masyarakat terhadap budaya organisasi publik ini pun berubah (tidak lagi memandang rendah). 

Kelima strategi tersebut di atas dilaksanakan secara simultan. Sebagai ilustrasi berdasarkan inspirasi Reinventing Government, Pemerintahan Bill Clinton telah mengambil 5 (lima) langkah spektakuler dalam pemerintahaannya guna meningkatkan efisiensi dan pelayanan kepada masyarakat, mengurangi hirarki dan mendorong peranan swasta dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan urusannya. 

Langkah Pertama,  mengakhiri era "Big Government", yaitu merampingkan organisasi pemerintah yang meliputi hampir seluruh departemen, kecuali departemen kehakiman. Sebanyak  2000 kantor dihapus; Pengurangan jumlah pegawai melalui program pensiun muda, mencarikan pekerjaan di sektor swasta dan tidak/mengurangi pengangkatan pegawai baru;  Memotong program-program yang bersifat "Red Tapes" dan menyederhanakan prosedur procurement. 

Langkah kedua, melakukan perubahan yang radikal dalam pemerintahan, yaitu menyederhanakan urusan dan memperpendek jalur birokrasi; Lebih memberikan kepercayaan kepada pegawai; dan mewujudkan "line item veto" anggaran yang diajukan kongres, sehingga Presiden dapat menghapus program yang dianggap boros. 

Langkah ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat; yaitu menyiapkan standar kualitas dan menyederhanakan prosedur pelayanan masyarakat; serta mengurangi semaksimal mungkin  paper works, digantikan dengan telepon dan internet atau e-mail. 

Langkah keempat, melakukan perubahan dalam melayani swasta, yaitu menghapuskan peraturan yang menghambat; memberikan reward kepada swasta yang ataat aturan dan sanksi kepada swasta yang melanggar; serta menghapuskan paper work yang tidak perlu. 

Langkah kelima, melakukan perubahan dalam melayani masyarakat, yaitu memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Negara Bagian dan masyarakat untuk melakukan reformasi pelayanan kesehatan; membentuk kemitraan antara Pemerintah Federal dengan Negara Bagian untuk mengimplementasikan program yang betul-betul dibutuhkan masyarakat; membentuk proyek percontohan dalam program kesejahteraan rakyat; dan mereformasi program pelayanan kesehatan sehingga dapat menjangkau penduduk berpenghasilan rendah. 
Strategi pemerintah, sebagaimana yang diharapkan pihak swasta dan masyarakat, menurut Tanri Abeng (1997), sudah saatnya melakukan hal-hal sebagai berikut : 

1. Desentralisasi dan otonomi yang membuat daerah lebih leluasa mencari mitra untuk mengembangkan potensi ekonomi dan daya tarik investasi di daerahnya. untuk itu diperlukan pengembangan suatu sistem pelayanan publik yang transparan, terbuka, cepat tanggap, fleksibel, terdesentralisasi tapi terkoordinasi. 

2. Pengembangan sistem pelayanan publik yang lebih terfokus kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat, agat masyarakat dapat dengan tenang memformulasikan keunggulan relatifnya di arena dan persaingan global 

3. Memposisikan perannya yang lebih menekankan pada usaha dan upaya mempercepat, memperluas, dan mendinamiskan proses transformasi. Bukan dengan melakukan campur tangan langsung dengan menjadi aktor yang mrlakukan proses produksi, ataupun dengan secara aporiori menentukan pemenang di sustu industri, sehingga mematikan persaingan yang sehat. 

2.   Agenda Perilaku Kepemimpinan 



Pada abad XXI nanti merupakan satu era di mana sudah pasti bahwa globalisasi semakin mewarnai tata budaya, tata ekonomi maupun tata politik dari setiap negara maupun bangsa. Perubahan-perubahan tersebut sebagai suatu kenyataan dan sebagai suatu fenomena kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang perlu diantisipasi dengan mengadakan pembaharuan dan perombakan yang mendasar dalam pola pandang, pola pikir, strategi, sikap mental dan memilih paradigma yang sesuai dalam menjawab perkembangan tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan dan kecenderungan dinamika perubahan global. 

Agenda perilaku berfokus pada nilai dan etika perusahaan, mengembangkan gaya kepemimpinan tertentu, sistem pembelajaran, kompetisi dan kemampuan, pendayagunaan dan penghargaan bagi perilaku karyawan tertentu (C.K Prahalad, 1992). 
Berkaitan dengan fokus agenda perilaku di atas, maka khususnya tentang agenda perilaku kepemimpinan suatu Pemerintahan yang bukan saja memiliki kemampuan dan keterampilan, tetapi juga visi, integrasi dan kesadaran serta kemauan untuk melayani. Pemerintah di dalam sistem yang demokratis senantiasa mengutamakan hadirnya pemimpin-pemimpin yang mau melayani dan bertanggung jawab kepada masyarakat (Proft. M. Ryaas Rasyid, makna pemerintahan, Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan, 1996). Selanjutnya menurutnya, kepemimpinan yang berkualitas demokratis seyogyanya ditujukan pada peningkatan 4 (empat) kapasitas, yaitu : 

1. Kepekaan terhadap situasi lingkungan, yaitu kemampuan untuk membaca perkembangan yang terjadi di sekitarnya, sehingga bisa secara tepat mengantisipasi kecenderungan perubahan. 
2. Penjagaan atas moral masyarakat, yaitu kemampuan untuk menahan diri agar tidak terjebak melakukan sesuatu yang dapat menciptakan atau meningkatkan keresahan dalam masyarakat. 

3. Keterbukaan pikiran, yaitu kemampuan untuk memahami bahwa interaksi pilotik, khusunya dalam pertarungan kepentingan, tidak ada "kebenaran" yang bersifat tunggal dan tidak ada sesuatu kelompok yang memiliki hak monopoli atas kebenaran. 
4. Mendengar, mempelajari dan menterjemahkan suara orang banyak, yaitu kemampuan untuk dekat dan mau repot mengurus kepentingan orang banyak. Dalam konteks kepemimpinan demokratis berlaku suatu retorika seperti seseorang yang membawakan fungsi-fungsi utama pemerintah dan juga dalam fungsi pemberdayaan yang terkandung tujuan untuk menciptakan masyarakat mandiri, dan dalam fungsi pembangunan yang terkandung tujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. 
Peter M. Senge, dalam bukunya yang berjudul "The Fifth Discipline", mengemukakan bahwa dalam organisasi pembelajaran diperlukan beberapa disiplin, yaitu : 
1. Pemahanan pribadi; 
2. Model Mental;
3. Membangun visi bersama;
4. Pembelajaran tim; serta 
5. Berpikir menurut sistem  

Bill O'Brien sebagai mana dikutip oleh Peter M. Senge, Menyatakan bahwa keberhasilan sebuah organisasi pembelajaran ditentukan oleh : 
1. Kepemimpinan yang memiliki tipe komitmen yang komprehensif;
2. Dapat menggalang kerjasama kelompok untuk menciptakan produk baru;
3. Mempunyai visi bersama dengan orientasi pasar; 
4. Menciptakan rasa tanggung jawab pada anggotanya; serta 
5. Mengembangkan pola keterbukaan terhadap ide-ide baru. 
Dr. Ir. Sudarsono Hardjosoekarto, MA. dalam orasi ilmiah yang disampaikan pada wisuda ke-17 STIA-LAN tanggal 30 Mei 1998, dengan mensetir pendapat Wick and Leon, 1993 tentang 5 (lima) aspek yang diperlukan oleh pimpinan Learning dalam Learning Organization, yaitu : 
1. Pemimpin yang memiliki visi yang jelas;
2. Adanya rencana kerja yang rinci;
3. Adanya saling tukar menukar informasi yang cepat;
4. Adanya semangat penemuan yang baru, serta 
5. Adanya kemampuan melaksanakan rencana tersebut. 

Sementara itu paling tidak ada 4 aspek yang harus diperhatikan supaya dapat tumbuh menjadi pemimpin learning di dalam learning organization, yaitu : 
1. Merumuskan visi yang jelas;
2. Mengusahakan contoh-contoh;
3. Menumbuhkan lingkungan kerja yang mendukung;
4. Jangan menjadi tiran; dan 
5. Bersedia mendengarkan apa yang sebenarnya tidak ingin kita dengarkan. 

Joel Arthur Braker dalam bukunya yang berjudul "Paradigms" bahwa organisasi apapun yang ikut mengambil bagian dalam persaingan secara penuh pada abad ke-21, harus memiliki mental set yang bersifat antisipatif, inovatis, dan prima. Victor S.L Tan dalam bukunya yang berjudul "Changing Mind Set" mengemukakan sepuluh perubahan mind set bagi para pemimpin yang diperlukan untuk menyongsong dan memasuki era persaingan global. 

Perubahan pola pikir (sikap mental) atau "Mind Set Shift" yang dimaksud adalah seperti dalam diagram dibawah ini : 

	Dari
	Menjadi


	Reaktip 

Berorientasi pada permasalahan 

Mengembangkan Ketakutan 

Berorientasi pada aktivitas 

Mengelak dari tanggung jawab 

Menunjukan adanya saling tidak percaya

Mengekang bakat dan kemampuan yang ada 

Memamerkan kekuasaan 

Selalu hanya melihat ke dalam 

Menolak pembaharuan/perobahan 
	Proaktip partisipatif 

Berorientasi pada pemecahan masalah 

Mengembangkan konfiden 

Berorientasi pada nilai-nilai 

Mengambil Tanggung jawab 

Mengembangkan suasana saling mempercayai antar sesama 

Mengembangkan bakat dan kemampuan 

Mendayagunakan manfaat dan nilai pengaruh 

Melihat peluang ke luar 

Memimpin pembaharuan/perobahan 


Semua kerangka teoritis agenda perilaku kepemimpinan sebagaimana dikutip merupakan paradigma baru reformasi administrasi publik yang perlu dikembangkan dan diterapkan dalam organisasi pemerintahan, untuk menyongsong abad ke-21, agenda perilaku kepemimpinan baru tersebut akan terwujud melalui pembelajaran organisasi. 

Oleh karena itu Pemimpin suatu organisasi, sebagai pembina dan pengintegrasi dalam suatu jejaring, harus mampu melakukan hal-hal sebagai berikut : 

a. Mengidentifikasi bakat atau potensi yang ada untuk dimanfaatkan dan dikembangkan lebih lanjut;
b. Menangkap setiap kemungkinan (peluang) untuk menggalang bakat, potensi, hubungan dan tantangan; serta 
c. Menghilangkan setiap penghalang yang menyebabkan bakat dan potensi setiap individu serta kemampuan organisasi tidak dapat tumbuh dan berkembang. 

Para pelaku jejaring pada umumnya dapat dikenali dari aspek atau hal-hal sebagi berikut : 

a. Kehati-hatianya dalam mengklasifikasikan kecakapan dan kemampuan orang, kelompok atau organisasi sebelum mulai jejaring; 
b. Menjaga kedekatannya dengan pihak-pihak terkait dalam jaringan kerjanya secara konsisten dan intensif; dan 
c. Ketaatannya dalam mengupayakan agar keaneka ragaman dan keunikan setiap pihak terkait dalam jejaring kerja dapat digabung dan dipadukan secara tepat. 

Ditempat kerja kolaboratif tanggung jawab dimiliki jajaran pemimpin, manajer dan tim (staf). Oleh karena itu pemimpin yang kolaboratif harus dapat : 

a. Menghormati dan meningkatkan rasa harga diri serta martabat setiap individu;
b. Berpegang sepenuhnya pada integritas, baik dalam perilaku maupun dalam tugas praktek, proses, pertumbuhan dan kemajuan organisasi; dan 
c. Membangun kepercayaan. di mana setiap orang dapat memperoleh kembali kepercayaan dari koleganya. 

Tim kolaboratif adalah tim yang berazaskan kesetaraan dan memberikan pemenuhan serta kepuasan, dengan ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Setiap orang dilibatkan bersama-sama dan setiap kontribusi dihargai secara khusus; 
b. Elemen kepemimpinan datang dari masing-masing anggota, sesuai dengan kebutuhan tim;
c. Sasaran-sasaran tim dimengerti dan diterima semua anggota, bukan cerminan dari pandangan salah seorang pemimpin betapapun pandainya dia; 
d. Mereka adalah sebuah kelompok yang efektif, mampu melakukan usaha yang bertahan lama demi pencapaian tujuan tim dengan tepat waktu, tepat anggaran dan kualitas sebaik mungkin; serta 
e. Setiap anggota memiliki kepercayaan diri yang cukup terhadap kelompoknya, sehingga demi pencapaian tujuan tim, dia rela menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada anggota lain. 

Menyadari akan tuntutan Reformasi saat ini, maka pemerintah dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah dalam melaksanakan agenda Reformasi sebagai berikut : 

1. Reformasi struktur, yakni pembenahan wadah organisasi dimana seluruh jajaran bekerja dan mengabdi; 
2. Reformasi Substansi Kerja, yakni pembenahan di bidang kegiatan yang merupakan bagian dari tanggung jawab dan kewenangan sebagai salah satu unit kerja dalam keseluruhan jaringan birokrasi pemerintahan negara. 

Tujuan reformasi struktur adalah menghasilkan organisasi yang memungkinkan setiap aparatur dapat bekerja maksimal, dalam iklim kerja yang penuh dengan kepastian, dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik dan pengembangan karir pengabdi. Adapun tujuan dan komponen agenda reformasi struktur antara lain terdiri dari : 

1. Penataan struktur dan kinerja kelembagaan menuju struktur yang lugas dan sangat konduktif dalam menjawab kebutuhan masyarakat;

2. Penataan kebijakan perencanaan karir aparatur, menuju pendaya gunaan, aparatur dan pengembangan karir secara terencana;
3. Peningkatan kualitas pengawasan, baik dalam hal penggunaan barang, anggaran, aparatur dan efisiensi struktur organisasi; serta 
4. Pemantapan fungsi koordinasi perencanaan dan pengendalian. 

Penyempurnaan dan perbaikan wadah atau struktur meliputi : 

1. Struktur organisasi pemerintahan di Daerah termasuk penyempurnaan UU Nomor 5 Tahun 1974 dan Nomor 5 tahun 1979;
2. Struktur organisasi yang akan mensikronkan peranan, semata-mata sebagai pembina dan perumusan kebijaksanaan strategis, yaitu dengan mengadakan perubahan terhadap Keppres Nomor 61/98 dan Kepmendagri Nomor 92 Tahun 1992;
3. Penyempurnaan dan pemantapan sistem koordinasi pembangunan, penyempurnaan pola pendekatan pembangunan menuju pola partisipatif yang desentralistis, dengan berorientasi pada usaha : 

a. Kebijaksanaan koordinasi perencanaan dengan pola satu pintu.

b. Pemantapan hubungan kerja fungsional. 
4. Pemantapan sistem koordinasi pembinaan dan penerbitan produk-produk hukum; 
5. Pemantapan pola-pola administrasi keuangan;
6.
Dibidang kemasyarakatan tujuan utama reformasi adalah menciptakan civil sociaty atau masyarakat madani yang demokratis dan memahami fungsi dan kedudukannya sebagai mitra pemerintah dalam membangun bangsa dan negara, pemberdayaan lembaga-lembaga dan masyarakat di daerah dengan pengembangan pola-pola interaksi yang tumbuh, yang merefleksikan aktualisasi reformasi; 

7.
Dibidang politik, adalah pembenahan kembali tatanan sitem politik yang memungkinkan tegaknya sistem dan budaya politik, sistem kepartaian serta proses dan mekanisme politik demokratis yaitu dengan penyempurnaan 5 undang-undang bidang politik. Namun mengingat tekanan waktu sebagai tuntutan reformasi di bidang politik maka prioritas utama penyempurnaan UU di bidang politik diarahkan kepada UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU Susduk DPR/MPR. 
Di bidang subtansi kerja serta bidang kegiatan dan tanggung jawab, maka reformasi akan diwujudkan dalam bentuk menata ulang, menyempurnakan dan memperbaiki berbagai kenbijakan peraturan perundangan dan pola-pola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan dengan penekanan pada efisiensi dan efektivitas melalui akuntabilitas dalam rangka mempertegas fungsi-fungsi pelayanan publik dengan mempertimbangkan pola-pola yang berkembang dalam masyarakat. 
Kegiatan agenda Refoemasi yang dipandang perlu untuk dilaksanakan : 

a. Wadah dan struktur 

· Peninjauan terhadap semua produk hukum/kebijaksanaan lama; 

· Penyusunan konsep ketentuan baru sesuai tuntutan reformasi; 
b. Substansi Kerja 

Mengidentifikasi aspek-aspek kerja yang perlu direformasi. Prioritas tugas adalah pada bidang politik dan pemerintahan. 

3. Sistem dan teknologi organisasi 


Dimaksudkan adalah sistem informasi manajemen dengan pemanfaatan telematika dengan telah membentuk berbagai unit kerja Pusat Pengelola Data dan Bagian Sandi dan Telekomunikasi pada Biro Umum. Dengan demikian sistem informasi manajemen untuk pengambilan keputusan Pimpinan akan lebih cepat, segera, akurat dan aman. 

Selain itu telah dibangun pula berbagai sistem informasi manajemen, namun dalam pelaksanaannya masih belum lancar karena berbagai kendala, seperti : 

a. Faktor Sumber Daya Manusia yang lemah 

b. Pemilik Hardware yang tidak tepat 

c. Penciptaan Software yang lamban 

d. Aplikasi sistem yang terbatas 

Dengan adanya krisis ekonomi, akan menambah sulitnya pengembangan sistem on line di seluruh Indonesia yang merupakan idaman bagi peningkatan kinerja manajemen informasi. 

4. Realokasi Sumber daya Pembangunan 
Salah satu logi dari Trilogi pembangunan adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya kepada seluruh masyarakat. Dalam kenyataannya pemerataan dimaksud sulit diwujudkan karena hampir semua sumber daya pembangunan dikuasai oleh tingkat birokrasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu perlu adanya realokasi sumber daya ke unit yang lebih sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
Sumber daya pembangunan dimaksud meliputi : 

a. Sumber Daya Manusia 

Pada umumnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan profesional berada di unit pemerintahan yang tinggi. Hal ini disebabkan : 

· Terbatasnya jabatan struktural pada unit yang lebih rendah sehingga menghambat karir. 
· Sumber keuangan yang terbatas sehingga kurang memberikan daya tarik. 

· Kebijakan yang sentralistik sehingga unit yang lebih rendah sulit mengembangkan kreativitas dan inovasinya. 

b. Sumber Daya Keuangan 

Ketergantungan keuangan kepada unit yang lebih tinggi hal ini disebabkan oleh kebijakan. Pada unit yang lebih rendah tidak memiliki kewenangan untuk menggali sendiri potensi sumber daya keuangannya, karena sumber-sumber tersebut dialokasikan dan atau ditentukan oleh unit yang lebih tinggi. Faktor penyebab : 
· Belum adanya undang-undang hubungan nkeuangan Pusat dan Daerah 
· Penarikan Pajak dan retribusi Daerah harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

· APBN harus disahkan oleh Pejabat yang berwenang. 

c. Sebagai akibat yang demikian maka pemberdayaan masyarakat menjadi lambat karena pada tingkat desa menjadi kurang menarik, agen pembangunan yang berkualitas tidak mampu menyentuh masyarakat. 
Oleh karena itu perlu Realokasi sumber daya, dengan melaksanakan desentralisasi pemerintahan dan desentralisasi kewenangan. 

5. Pelayanan Masyarakat 

Pelayanan masyarakat diarahkan kepada pelayanan prima sehingga terjamin adanya kepuasan masyarakat. Pelayanan prima dapat diwujudkan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1995. 
Namun seringkali bentuk-bentuk kegiatan/lembaga demikian dianggap sebagai mobilitas masyarakat, bukan bentuk pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Pelayanan lain adalah dalam bentuk SAMSAT, dan bentuk lain yang berupa kebijakan kemitraan dengan dunia usaha. 
Dalam Pengarahan Presiden pada Sidang Pertama Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 25 Mei 1998 di Bina Graha, Presiden menyatakan bahwa di bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara digariskan beberapa points sebagai berikut : 

· Kebijaksanaan dan langkah-langkah dalam pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara ditujukan untuk meningkatkan kinerja aparatur negara yang diiringi dengan upaya mengefektifkan pengawasan, sehingga dapat diwujudkan aparatur yang bersih yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mampu mendorong masyarakat berpartisipasi penuh dalam pembangunan, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan politik melalui kemampuan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang transparan. 
· Untuk itu dijajarkan Menko Wasbangpan harus melakukan : 

1. Mengefisienkan tata kerja fungsi-fungsi pelaksana, litbang dan pengawasan serta secara bertahap menyempurnakan penyusunan kompetensi jabatan dan pekerjaan disetiap instansi pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah dan menghapus segala macam pungutan yang menghambat pembangunan. 
2. Mengkoordinasikan penetapan akuntabilitas kebijaksanaan pelaksanan pemerintahan, khususnya pelayanan kepada masyarakat maupun dunia usaha dan pembangunan, sebagai bagian dari usaha meningkatkan kinerja aparatur negara dan mengefektifkan pengawasan. 

3. Melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan kelembagaan, organisasi, klasifikasi kompetensi jabatan dan pekerjaan serta perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia. 

4. Mengkoordinasikan instansi pemerintahan pusat terkait untuk mendesain otonomi daerah, berikut dukungan peraturan, kewenangan dan aparatur serta kerangka waktu dan pelaksanaannya dalam waktu yang secepat-cepatnya. 

5. Secara bertahap mendorong modernisasi sarana aparatur negara, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas termasuk menjawab tantangan globalisasi, antara lain dengan pemanfaatan dukungan telematika. 
6. Mengefektifkan koordinasi dan mekanisme pengawasan pemerintahan dan pembangunan, baik melalui pengawasan melekat, maupun pengawasan fungsional, dan secara konsisten melaksanakan tidak lanjut hasil temuan pengawasan yang diperoleh masyarakat untuk diproses melalui prosedur hukum yang berlaku. 

7. Mengambil langkah-langkah nyata dan mengkoordinasikan upaya membebaskan aparatur negara dari praktek-praktek inefisiensi dan pengaruh-pengaruh dari nepotisme, korupsi, dan kolusi yang bertentangn dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan aspirasi masyarakat yang disuarakan secara luas sehubungan dengan praktek-praktek nepotisme, korupsi, dan kolusi tersebut. 

8. Mengkoordinasikan upaya agar aparat pemerintahan dapat melakukan tindakan-tindakan nyata yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat luas dalam menerapkan prinsip hidup sederhana, sekaligus untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat akan kesungguhan pemerintah dalam membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa serta sikap tanggap segenap aparat pemerintah terhadap beban hidup dan penderitaan seluruh rakyat. 
Pengembangan etika dan nilai organisasi, sebagaimana lembaga pemerintahan lainnya bahwa dasar pengembangan Etika dan nilai organisasi mengacu kepada Pancasila, UUD 1945 dan GBHN. Dalam GBHN 1998 dikemukakan bahwa aparatur agar lebih memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan, kewibawaan, memberi layanan, pengayoman sesuai tuntutan hati nurani rakyat, yang pada gilirannya akan menciptakan administrasi negara yng bersih, berwibawa, profesional, efisiensi dan efektif. 
Sebagai contoh dilingkungan Departemen Dalam Negeri sendiri memiliki semboyan “Karya Dharma Praja Mukti”, yaitu bekerja sebagai Wujud Darma Bakti kepada Bangsa dan Negara, adalah suatu tugas yang luhur dan mulia. Konsepsi Pamong Praja yang membangun dan bekerja, berarti mengemong, membimbing, mendorong dan memotivasi masyarakat dalam membangun dan bekerja. Selain itu sebagaimana wujud kepemimpinan Pancasila juga sebagai acuan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karto, Tut Wuri Handayani. Pada lingkungan ini sosialisasi dari Etika dan nilai organisasi telah dilaksanakan dari berbagai aspek dan metoda, termasuk dengan menciptakan Mars Pamong Praja yang intinya “Abadi Praja Dharmasatya Negara Bakti”. Sampai seberapa jauh penghayatan terhadap etika dan nilai organisasi dimaksud di ukur, karena sifatnya sangat filosofis dan pengembangannya dipengaruhi oleh perilaku organisasi. 
Gaya kepemimpinan aparatur pada umumnya organisasi public di Indonesia orientasi kepemimpinan aparaturnya adalah vertical, paternalistis dan otoriter. Hal ini terjadi
 sebagai akibat bentuknya dari sistempemerintahan yang berlaku sangat sentralistik. Budaya menunggu petunjuk telah berkembang, yang menunjukkan tingkat ketergantungan bawahan kepada atasan yang sangat tinggi. Budaya/perilaku yang demikian tidak memberikan ruang gerak yang memadai bagi tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi bawahan. Pengembangan perilaku demikian diletakkan pada landasan yang mengatas-namakan konstitusional dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketatnya penekanan pada kepatuhan ini menyebabkan kepemimpinan yang demikian subur dan sulit untuk ditembus. Pemberdayaan aparatur bawahan kurang dilakukan, bahkan berbagai bentuk Diklat yang dilaksanakan lebih bersifat indoktrinasi dan pengekangan. Aktifitas yang terjadi mengarah pada pola panutan yang negative, yaitu salah atau benar “manut”. Gaya kepemimpinan Pancasila sesungguhnya cukup baik, namun pengembangan dan aplikasinya mengarah pada pembentukan individu dan perilaku organisasi sebagaimana dikemukakan diatas. 
Sistem pembelajaran aparatur, diklat aparatur mencakup 3 aspek, yaitu : 
· Diklat Kader 

· Diklat prajabatan

· Diklat dalam Jabatan 

Diklat Kader diemban oleh masing-masing institusi kelembagaan, sedangkan Diklat Prajabatan dan Diklat dalam Jabatan dilakasanakan oleh Bandiklat dan Diklatwil. Diklat dalam Jabatan terdiri dari Diklat Struktural, Diklat Teknis dan Diklat Fungsi. Selain itu dikembangkan pula pola-pola pembelajaran yang diarahkan kepada pematangan wawasan seperti penugasan, seminar dan sejenisnya, serta bentuk-bentuk pembinaan aparatur dengan tour of area, tour of duty. Makna hakiki dari keseluruhan Diklat dimaksud adalah pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan aparatur sesuai dengan tuntutan pengabdiannya, baik dirinya, organisasinya dan yang dilayaninya. Dalam praktek terlihat bahwa hasil capai purna Diklat lebih kepada pengembangan (terkonsentrasi) diri pribadi aparatur, bukan pada organisasi yang belum membudayanya di dalam organisasi. 

Kompetisi dan keterampilan aparatur hal tersebut sangat berhubungan erat dengan recruitment, Diklat dan struktur serta sistem yang berlaku dalam organisasi. Keempat factor diatas membentuk suatu sistem yang kurang memberikan peluang untuk membangun kompetensi dan keterampilan. Rumusan tugas pokok dan fungsi organisasi yang tidak jelas, tumpang tindih, sistem recruitment dan sistem kerja yang berlaku, randunya pendelegasian wewenang, menyebabkan kompetensi dan keterampilan aparatur sulit berkembang. Analisis jabatan telah dilakukan, begitu pula pemasyarakatan budaya kerja, namun pegawai kurang memanfaatkannya, karena tugas yang tidak jelas. 
Pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil merasa bangga bisa bekerja dalam lapangan public. Ironisnya bahwa jika telah dalam tugas, motivasinya bukan pada pengabdian tugas. Motivasi prestasi yang diharapkan tidak tumbuh. Orientasi pada pemenuhan kebutuhan pokok dan pola kerja yang ada membuat mereka terbelenggu dalam kolidor kemapanan. Jika hal ini muncul pada kalangan bawah mungkin dapat dipahami, namun sampai pada tingkat tertentu hal ini tetap menggejala. Akibatnya kenirja Pegawai Negeri Sipil kurang terukur dan sulit ditingkatkan. Dalam hal ini disiplin secara menyeluruh dan konsistensi serta komitmen pimpinan sangat berpengaruh. 

Pada dasarnya setiap organisasi selalu menekankan disiplin. Berbagai peraturan baik nasional seperti PP Nomor 30, 32 dan ketentuan-ketentuan intern dari berbagai kelembagaan sudah dilaksanakan. Namun tampaknya semua itu belum membuahkan hasil nyata. 

Ada beberapa faktor yang dapat dipakai sebagai alat menilai penyebabnya antara lain: 

· Tingkat kesejahteraan pegawai

· Jumlah pegawai yang terlalu besar

· Tidak jelasnya bidang usaha

· Law enforcement (penerapan hukum)

· Kepemimpinan yang tidak jelas 

· Lemahnya potensi SDM sebagai akibat recruitment yang keliru dan pendayagunaannya yang salah. 

Jejaring dan kolaborasi masih diikat oleh ego sektoral. Artinya kepentingan sektor lebih menonjol dari pada kepentingan bersama. Begitu pula pola feodalisme dan vertikalisme sangat berpengaruh dalam pengembangan jejaring dan kolaborasi. Akibatnya jejaring dan kolaborasi bersifat semu, tidak berorientasi pada hasil dan lebih dimanfaatkan untuk kepentingan individu. 

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dalam generic administrasi dan manajemen sebagai paradigma dalam menuju good governance akan sangan tergantung kepada “ Faktor manusianya, yaitu mental set dan kepemimpinannya”. Faktor-faktor yang mengedepan dalam agenda paradigma baru dimaksud meliputi :
a. Agenda Intelektual

a) Administrasi dan manajemen public harus dilaksanakan kearah penyempurnan dan perbaikan yang bersifat utuh dan meyeluruh menyangkut bidang politik, ekonomi pemerintahan dalam arti luas dan kemasyarakatan.

b) Pemerintah di daerah di arahkan kepada aspek demoktarisasi, pemberdayaan dan pelayanan. Oleh karena itu alternatif bentuk pemerintah yang di anggap lebih cocok, otonomi 2 bentuk (Propinsi dan Kabupaten), bersifat transisi menuju otonomi penuh pola kabupaten / Kota. 

b.
Agenda Managerial

a) Struktur Organisasi

Aspek struktur dan substansi kerja harus di tinjau kembali untuk mengarahkan kepada upaya memberikan bobot pada perannya selaku perumus kebijaksanaan strategis, sehingga di peroleh struktur yang lebih ramping, tupoksi yang jelas, dukungan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu mengantisipasi perkembangan lingkungan global.

b) Sistem dan Teknologi

Guna mendukung peran yang besar perlu di kembangkan manajemen informasi. Namun terhadap berbagai jenis Sistem Informasi dan Manajemen  maka perlu di bangun sinerginya (keterpaduannya ) agar di peroleh Siistem Informasi dan Manajemen yang handal dan efisien, dengan dukungan oleh tersediannya sumber dayan manusia yang berkualitas.

c) Realokasi Sumberdaya Pembangunan

Untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, maka realokasi sumberdaya pembangunan merupakan langkah strategis, karenanya berbagai peraturan di bidang sumberdaya perlu ditatta kembali kea rah pemberdayaan dan upaya pendemoktrasian masyarakat penuh.

d) Pelayanan Masyarakat

Prinsip pelayanan yang cepat, tepat, sederhana dan mudah kepada masyarakat, memerlukan dukungan aparatur yang mempunyai  komitmen yang kuat. Untuk itu memungkinkan pelayanan prima, maka perlu memperpendek jalur birokrasi, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta penetapan standar pelayanan.

c. Agenda Perilaku Kepemimpinan

a) Etika dan Nilai Organisasi 

Berbagai etika dan nilai organisasi yang selama ini dikembangkan perlu lebih dipertegas dengan Undang-undang (Undang-undang Etika Pemerintahan). Dalam hal ini yang perlu menjadi acuan dalam undang-undang tersebut antara lain : 

· Nilai-nilai Budaya Bangsa 

· Nilai-nilai Religi Bangsa 

· Berdimensi masa depan 


· Menumbuhkan rasa bangga 

· Memberikan semangat yang tinggi 

· Menanamkan rasa kebanggan (Nasionalisme) 

Yang diilhami oleh semangat reformasi yang bermakna; supermasi huku, demokratisasi dan menjunjung hak azasi manusia. 
b) Gaya Kepemimpinan 
Gaya kepemimpinan yang diharapkan pada masa yang akan dating adalah pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi organisasi yang dipimpinnya dalam kaitan global yang dengan singkat dapat dikatakan bahwa pemimpin masa depan adalah pemimpin yang visionary, antisifatif, kualitatis dan demokrasi. 

c)  Sistem Pembelajaran Aparatur 

Pembelajaran selama ini telah banyak dilakukan, namun belum bersifat organisasi pembelajaran, artinya terbatas kepada individu, atau kelompok. Oleh karenanya manfaat dan kualitas terbatas kepada individu dan atau kelompok tersebut. 

d) Kompotensi dan Keterampilan Aparatur 

Tugas pokok dan fungsi kebanyakan masyarakat terlalu umum dan tidak didukung oleh analisis tugas/jabatan, standar hasil, system dan prosedur kerja yang baku. Akibat sulit dikembangkan kompetensi dan keterampilan yang tinggi. 

e) Motivasi dan Disiplin 
Motivasi dan Disiplin banyak dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan fisik, karena kesejahteraan yang rendah. Pada level tertentu yang kesejahteraannya sudah memadai, mereka telah terjebak dan kebiasaan lain, kerja rutinitas yang telah membaku, karena itu sulit dikembangkan motivasi prestasi dan disiplin yang tinggi.
f) Jejaring dan Kolaborasi 

Jejaring dan Kolaborasi perlu dibangun dan dikembangkan terutama diberbagai lingkup kelembagaan pemerintah yang sebenarnya telah terstruktur, namun selama ini belum terukur tingkat keberhasilannya sehingga perlu dikembangkan dengan lebih baik. 

2. Saran 
Dalam generic administrasi dan manajemen sebagai paradigm baru dalam menuju good governance pada kerangka pikir negara kesatuan setidaknya dapat mengacu pada langka-langkah berikut ini : 

a. Agenda Intelektual 

a) Pada generik administrasi dan manajemen sebagai paradigma baru haruslah diupayakan sebagai koreksi terhadap paradigma lama dan pendekatan paradigma baru dengan sejauh mungkin tidak meninggalkan karakteristik Indonesia. .
b) Dibidang Pemerintahan Daerah sebagai suatu unit kasus amatan, terutama dalam pelaksanaan otonomi disarankan pada tahap awal mengacu kepada otonomi 2 bentuk dan bersifat transisi, sehingga pada gilirannya tingkat Kabupaten/Kota akan mampu memberdayakan masyarakat. 
b. Agenda Managerial 

a) Pembentukan organisasi haruslah benar-benar sesuai dengan tujuan, efisien dan efektif sehingga mapu menyesuaikan dengan tantangan global. 

b) Pembangunan Sistem Informasi Manajemen yang efisien dengan dukungan Sumber Daya Manusi yang berkualitas. Realokasi sumber daya pembangunan, seyogyanya segera diwujudkan guna mendukung proses pengambilan keputusan pimpinan dan pemberdayaan masyarakat. 

c) Pelayanan kepada masyarakat secara prima haruslah diarahkan berorientasi kepada kepentingan mereka dan dengan cara yang mudah, murah, cepat, dan sederhana. 

c. Pembelajaran Aparatur 

a) Pembangunan etika dan nilai organisasi hendaknya diarahkan kepada akuntabilitas pelaksanaan tugas sehingga berdimensi normatif, motivatif, dan rasa bangga terhadap tugas. 

b) Kepemimpinan masa depan hendaknya diutamakan kepada kualitas dan profesionalisme.
c) Organisasi pembelajaran perlu diwujudkan untuk meningkatkan kualitas organisasi, menuju kompetensi dan keterampilan staf. 

d) Kesejahteraan dan disiplin harus diupayakan seimbang sehingga dapat diciptakan kinerja organisasi yang networking prima. 
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